
 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN JAYAPURA 

 
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN JAYAPURA 

NOMOR 4 TAHUN 2026 

TENTANG 

PENETAPAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN 

DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN JAYAPURA 
 
 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA, 
 

 
Menimbang :   a.  bahwa  dalam  rangka  untuk  kelancaran  pengelolaan 

informasi dan dokumentasi di lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura yang efektif, 

efisien, transparan, berkepastian hukum dan akuntabel; 

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang nama, NIP, Pangkat/Gol 

dan Jabatannya tercantum pada Diktum KESATU 

dipandang mampu dan bertanggungjawab sebagai 

operator pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di 

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Jayapura. 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu 

menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Jayapura tentang Operator Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura. 

 
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4846); 

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

 

 

SALINAN 



2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4846); 

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6547); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima 



atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 826); 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 

2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi 

Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 

Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM        

KABUPATEN JAYAPURA TENTANG PENETAPAN 

OPERATOR PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN 

DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN 

UMUM KABUPATEN JAYAPURA. 



KESATU       : Menetapkan, 

 
Nama : Sabryanto Hidayat, S.IP 

NIP : 199601122025061005 

Pangkat/Gol : Penata Muda / 

IIIa Jabatan : Pelaksana 

Sebagai operator pejabat pengelola informasi dan 

dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Jayapura 

KEDUA :   oparator pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di 

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura 

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam 

menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan 

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – 

udangan yang berlaku. 

KETIGA :   Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat 

ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA 

APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura. 

KEEMPAT :   Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

 
                         Ditetapkan di        : Sentani 

                         Pada tanggal          : 10 Februari 2026  

 SEKRETARIS  

 
 

             Ttd 
 

         JOHNY F. SAMAN  
 

KEPALA SUBBAGIAN TEKNIS 
DAN HUKUM 
KPU KABUPATEN JAYAPURA 
 

 
IDI AMIN, SE 


